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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan redistribusi tanah di
Kabupaten Blitar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2023 tentang Percepatan Reforma Agraria. Reforma agraria merupakan kebijakan
strategis untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penataan aset dan akses
terhadap tanah, termasuk redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Studi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji regulasi
terkait dan implementasi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN Kabupaten Blitar memiliki peran
penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program redistribusi
tanah. Implementasi kebijakan ini melibatkan koordinasi lintas sektor, mulai dari
identifikasi objek tanah hingga pemberian sertifikat kepada penerima manfaat.
Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, seperti konflik
kepemilikan tanah, keterbatasan data spasial, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Melalui penerapan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, BPN
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas redistribusi tanah melalui percepatan
proses legalisasi aset, penguatan kelembagaan, serta sinergi dengan pemerintah
daerah dan pihak terkait. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, penguatan data spasial, serta pendekatan partisipatif untuk
memastikan keberlanjutan reforma agraria di Kabupaten Blitar.
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This study aims to analyze the role of the National Land Agency (BPN) of
Blitar Regency in the implementation of land redistribution in Blitar
Regency, as regulated in Presidential Regulation Number 62 of 2023
concerning the Acceleration of Agrarian Reform. Agrarian reform is a
strategic policy to realize social justice through structuring assets and access
to land, including land redistribution to people in need. This study uses a
normative-empirical approach by examining related regulations and
implementation in the field.

The results show that Blitar District BPN has an important role in planning,
implementing, and evaluating the land redistribution program. The
implementation of this policy involves cross-sector coordination, starting
from the identification of land objects to the granting of certificates to
beneficiaries. However, in its implementation there are several obstacles,
such as land ownership conflicts, limited spatial data, and low community
participation.

Through the implementation of Presidential Regulation No. 62 Year 2023,
BPN is expected to increase the effectiveness of land redistribution through
accelerating the asset legalization process, institutional strengthening, and
synergy with local governments and related parties. This research
recommends increasing human resource capacity, strengthening spatial
data, and participatory approaches to ensure the sustainability of agrarian
reform in Blitar District.
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